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PENDAHULUAN 

Terna tentang Kompctensi dalam pelaksanaan tuga;, sebagai Pemeriksa 

lnle!'11lll Pemcrintah memiliki pemahaman yang sangat penting clan meodalam. 

Kompetcnsi merupakan konscp yang fundamental, esensial dan merupakan 

karakter yang sangat penting bagi Pemeriksa Internal Pemerintah dalam 

melaksanakan togas pemeriksaan/.audil, schingga Pemeriksa Internal Pemerintah 

harus bersikap independen untuk memenuhi pertanggungjawaban profcsionalnya. 

Kompctensi adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan 

penguj ian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit perusahaan 

(Arens dan Loebbccke, 1996). 

Dalam buku Standar Profesional Alcuntan Publil.. (2008) seksi 220 PSA 

No. 04 Alinea 02 mcnyebutkan .auditor horus bersikap Kompetcnsi, artinya tidak 

mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekcrjaannya untuk kepentingan 

umum (dibedakan dalam ha! bcrpraktik scbagai auditor intern) .. 

Dcngan demikian. ia tidak dibenarkan memihak kepoda kepentingan 

siapapun, scbab bilamana tidal demikian halnya, bagaimanapun sempumanya 

keahlian teknis yang ia miliki. ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang 

jllSlTU paling penting unruk mempertahankan kebebasan pendapatnya. 

Bagi organisasi pemeril..sa dan para pemcriksa internal pemerintah 

bertanggung jawab unlllk dapat mempertahankan Kompetensinya sedemikian 
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rupa, sehingga pcndapat, simpulan, pcnimbangan auiu rekomcndasi dari hasil 

pcmeriksaan yang dilaksanakan tidak mcmihak dan dipandang tidak memihak 

olch pibak manapun. Pemcriksa harus mcnghindar dari situasi yang mcnyebabk.an 

pihak ketiga yang mengetahui fakta dan keadaan yang relevan menyimpulkan 

bahwa pemcriksa tidak dapat mempenahankan Kompetcnsinya. sehingga tidak 

mampu memberikan pcnilaian yang obycktif dan tidak memihak tcmadap semua 

hal yang tcrk.ail dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemcriksaan. 

Peraturan Sadan Pemcnlcsa Keuangan R1 Nomor OJ Tahun 2007 tanggal 7 

Maret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II, 

Pemyataan sundar umum kedua pada alinea empat belas mcn)ebutkan: .Dalam 

semua hal yang berkaitan dengan pckcrjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa 

dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap memal dan penampilan dari gangguan 

pribadi, ekstcm. dan organisasi yang dapat mempcngaruhi Kompetcnsinya. . 

Pcmcriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap Kompetensi. 

yaitu: gangguan pribadi. ck.stem, dan organisasi. 

Sclain itu bcrdasarkan Peraturan Sadan Pemeriksa Keuangan RJ Nomor 01 

Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tcntang Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara, Lampiran II Pcmyataan Nomor 0 I Standar bahwa pemeriksa secara 

kolcktif harus memiliki kecakapan profesional yang mcmadai untuk 

mclaksana~Al'I tugas pcmeriksaan. Harahap ( 1991 :25) mcnyebutkan bahwa 

Auditor harus bcbas dari segala kcpentingan tertiadap pcrusahaan dan laporan 

yang dibuatnya. Kebebasan itu meocakup: Bebas sccara nyata (lndepen<kn 

In/act) yaitu ia benar-benar tidak mempunyai kcpentiogan ekonomis dalam 
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